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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga

kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat,

perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan

pengabdiannya dalam pembangunan bidang kesehatan;

b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam

pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan,

diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan

pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan

di Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian

Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas sudah tidak

sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat

dan kebutuhan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
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Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi

Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan

Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan

Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013

tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan
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Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Tenaga Kesehatan Teladan adalah Tenaga Kesehatan yang

memiliki pengabdian dan prestasi dalam pembangunan

bidang kesehatan.

3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
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upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam memberikan penghargaan

bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pengakuan atas keteladanan dalam

pembangunan kesehatan di Puskesmas yang

dilaksanakan secara adil dan obyektif.

Pasal 3

Jenis Tenaga Kesehatan yang dapat diajukan untuk

mendapatkan penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di

Puskesmas meliputi:

a. dokter;

b. dokter gigi;

c. perawat;

d. bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat:

f. tenaga kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi; dan

i. tenaga kefarmasian;

Pasal 4

Tenaga kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan

penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling

sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki prestasi, pengabdian, dan inovasi dalam bidang

kesehatan;
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b. memiliki pengalaman kerja di Puskesmas paling sedikit

selama 3 (tiga) tahun; dan

c. belum pernah terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di

Puskesmas tingkat nasional.

Pasal 5

Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas

diberikan dalam bentuk:

a. piagam;

b. pin Tenaga Kesehatan Teladan;

c. barang atau natura; dan

d. bentuk lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberian

penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi

Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota untuk kegiatan pemilihan/seleksi tingkat

Kabupaten/Kota;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk

kegiatan pemilihan/seleksi tingkat Provinsi; dan

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan

pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di

Puskesmas terpilih.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang

Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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